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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 486/KPTS/BALITBANGDA /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGINPUTAN DAN PENGUKURAN
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAN KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5

1.

ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Pusat melakukan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten/Kota, dengan membentuk Tim Penginputan
dan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera
Selatan Tahun 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pembentukan Tim Penginputan dan Pengukuran
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun
2025;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);




